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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan 
terhadap hasil penelitian dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa, 
Penetapan Bukit Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan 
dasar hukum Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 
tertanggal 5 Juli 2013, tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bukit Puruk Kambang  bukan 
merupakan Cagar Budaya.  Hak ulayat masyarakat hukum adat Suku 
Dayak Siang Murung sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 
pada kenyataannya masih ada. Keberadaan hak ulayat tersebut diperkuat 
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 
Mei 2013, yang berisi Pengakuan Negara mengenai Hutan Adat.  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung berhak 
melakukan Pemanfaatan Hutan Adat di atas Tanah Adat dalam rangka 
pelaksanaan hak ulayat. 
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B. Saran 
Sesuai dengan Manfaat Penelitian serta Kesimpulan yang diperoleh 
dalam  penelitian yang dilakukan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi 
Kalimantan Tengah, maka penulis memberi saran sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya,  
a. segera melakukan tindak lanjut Pengakuan Negara secara yuridis 
melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-X/2012 
tersebut dengan  pembentukan Peraturan Daerah terkait 
pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang 
Murung. 
b. melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum Peraturan Daerah 
dimaksud dalam point a. 
c. melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat guna 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan 
sumber daya alam sehingga dapat berperan aktif dan menunjang 
akselerasi pembangunan daerah khususnya dan pembangunan 
nasional secara umum. 
2. Bagi Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung,  
a. harus mampu  bersikap lebih proaktif dalam hal kesadaran diri 
untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan kekayaan 
budaya bangsa, termasuk keberadaan Tanah Adat.  
b. mengembangkan diri secara optimal baik melalui pendidikan 
formal maupun informal sehingga memiliki kemampuan yang layak 
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dalam pengelolaan sumber daya alam guna mewujudkan 
kesejahteraan bersama. 
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